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<p>Prosedur penyitaan menjadi gagasan baru yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
upaya mengembalikan kerugian korban, khususnya dalam kasus <em>money laundering</em>. Umumnya,
penyitaan dilakukan oleh POLRI pada tahap penyidikan. Namun, karena adanya batas waktu dalam
penyidikan, maka pada prakteknya seringkali tidak efektif dalam melakukan penyitaan aset. Oleh karenaitu,
Jaksa Penuntut Umum dapat membantu penyitaan tersebut apabila terdapat aset yang ditemukan dan belum
disita. Selain itu, penyitaan juga menjadi salah satu faktor dalam pemulihan aset. Diharapkan pemulihan aset
tersebut dapat dikembalikan kepada korban. Salah satu kasus yang melakukan penyitaan pada tahap proses
persidangan adal ah kasus perkara Indosurya atas putusan nomor 2113K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini dikaji
dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis. Lalu, penelitian ini bersifat deskriptif dengan
didukung data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan analisis penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, penyitaan terhadap aset
hasil <em>Money Laundering</em> tidak hanya dilakukan oleh Penyidik POLRI, namun juga dapat
dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat proses persidangan. Pasal 81 UUU TPPU memberikan
kewenangan aktif kepada hakim untuk memerintahkan jaksa melakukan penyitaan, tetapi pada praktiknya
seringkali kurang dimanfaatkan. Kedua, putusan nomor 2113K/Pid.Sus/2023 menunjukkan isu keabsahan
penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum, terutama ketidakmampuan POLRI dalam menyita aset. Meskipun
hakim tidak menggunakan Pasal 81 UU TPPU, Jaksa tetap mengajukan penyitaan pada tahap kasasi untuk
mencapal keadilan hukum. Selanjutnya, prosedur penyitaan aset selama persidangan menunjukkan
pengakuan hakim terhadap langkah Jaksa Penuntut Umum yang memperjuangkan dan memberikan dasar
untuk pemulihan aset korban.

...... The confiscation procedure is a new ideathat can be carried out by the Public Prosecutor in an effort to
recover victims' losses, especialy in money laundering cases. Generally, confiscation is carried out by the
Indonesian National Police at the Investigation stage. However, due to time limitsin investigations, in
practiceit is often not effective in confiscating assets. Therefore, the Prosecutor can assist with the
confiscation if there are assets found that have not been confiscated. Apart from that, confiscation isalso a
factor in asset recovery. It is hoped that the recovery of these assets can be returned to the victims. One of
the cases involving confiscation at the trial stage was the Indosurya case regarding decision number
2113K/Pid.Sus/2023. This research was studied using normative-juridical research methods. Then, this
research is descriptive in nature, supported by secondary datain the form of primary, secondary, and tertiary
legal materials which are analyzed qualitatively. Based on the analysis of this research, several conclusions
can be drawn. First, confiscation of assets resulting from money laundering is not only carried out by POLRI
investigators, but can aso be carried out by the Prosecutor during the trial process. Article 81 of UU TPPU
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gives active authority to judges to order prosecutors to carry out confiscations, but in practice it is often
underutilized. Second, decision number 2113/K/Pid.Sus/2023 shows the issue of the legality of confiscation
by the Prosecutor, especially the inability of the POLRI to confiscate assets. Even though the judge did not
use Article 81 of the UU TPPU, the prosecutor still proposed confiscation at the cassation stage to achieve
legal justice. Furthermore, the asset confiscation procedure during the trial shows the judge’ s recognition of
the Public Prosecutor’ s stepsin fighting for and providing a basis for the recovery of the victim’s
assets.</em></p>



